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ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN HILAH PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL —
MAIJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG MURABAHA, JARAH
MUNTAHIYYAH BI AT TAMLIK (IMBT) DAN RAHN
Nama: Ahmad Najib
NIM: 1617622001

Dewan Syariah Nasional yang disingkat menjadi DSN dan Majelis Ulama Indonesia
(MUI) merupakan lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa, termasuk akad-akad produk
lembaga keuangan syariah. Dalam penectapan akad-akad tersebut diperkirakan terjadi
modifikasi fikih muamalah dalam prosesnya yang dapat dikatakan sebagai konsep Ailah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama tentang hilah, DSN-MUI
sebagai lembaga fatwa, serta menganalisis konsep hilah pada fatwa-fatwa DSN-MUL

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library research) dengan
mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari fatwa-fatwa DSN-MUI, buku-buku
dan hasil penelitian tentang hilah, serta studi lapangan (field research) dengan mengambil
informan yang berasal DSN-MUI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-
normatif dan pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Kemudian analisis
data dilakukan secara kualitatif yakni dengan metode teknik reduksi data, display data yang
kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, 1) Hilah menjadi salah satu pertimbangan
dalam penetapan fatwa DSN-MU. 2) Hilah dilakukan karena sulitnya menerapkan fikih
muamalah klasik kedalam praktek di Lembaga Keuangan syariah dan Kebutuhan masyarakat
agar masyarakat bisa bertransaksi sesuai syariah. 3 Hilah terbagi menjadi 2, yaitu: hilah yang
dibolehkan dan hilah yang dilarang. Hilah menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan
fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan Rahn yang terindikasi
mengunakan konsep hilah, masuk dalam katagori hilah yang diperbolehkan.. 4) Dari 3 fatwa
DSN-MUI tentang Murabahah, Ijarah Muntahiyyah bi At Tamlik (IMBT) dan Rahn, hilah
terindikasi pada fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Rahn. 5) Dalam penetapan fatawa,
DSN-MUI menggunakan semua sumber hukum islam (dalil).

Kata kunci: Hilah, Fatwa DSN-MUI, Murabahah, IMBT, Rahn
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sistem ekonomi Islam adalah penerapan ilmu ekonomi dalam praktik
sehari hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka
mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang
dihasilkan serta tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islami.

Sebagaimana kandungan dalam ayat berikut:
LA ey g )

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-
Bagarah: 275).

Berdasarkan ayat diatas cukup jelas bahwa Al-Qur’an pada bidang
ekonomi seperti halnya dalam bidang muamalah pada umumnya memberikan
pedoman-pedoman yang bersifat garis besar seperti membenarkan rezeki dengan
jalan berdagang, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta,
perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.'

Dalam pandangan Islam aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari
keimanan kepada Allah swt, bahkan menjadi built in control bagi pelaku
ekonomi itu sendiri. Atas dasar keimanan itu maka dibangun dan dirancang visi-
misi pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam rangka meningkatkan
derajat kehidupan manusia. Lembaga-lembaga keuangan syariah, mendasarkan
operasionalnya pada prinsip larangan atas riba, gharar, maysir dan menggiatkan
bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai penggantinya. Para pemikir muslim
sudah banyak menjelaskan bahwa landasan bunga (interest) itu dilarang karena
menimbulkan terjadinya ketidakadilan (injustice) dalam tatanan ekonomi

masyarakat. Sebaliknya, lembaga ekonomi syariah secara konsep didasarkan atas

' Masrina, “Analisis terhadap dalil-dalil hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI
No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedomam Umum Penerapan Prinsip Syariah
Bidang Pasar Modal”, Tesis, 2017 UIN Malang, (tidak diterbitkan) hlm. 1.



prinsip kemitraan berdasarkan kesetaraan (equality), keadilan (fairness),
kejujuran (transparency), dan hanya mencari keuntungan yang halal.?

Permasalahan umat pada bidang ekonomi di atas bersumber pada
kenyataan bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas namun,
peralatan material yang ada terbatas. Bila manusia memiliki sarana tidak terbatas
memenuhi semua jenis kebutuhan maka masalah ekonomi tidak akan timbul,
akan tetapi pada zaman sekarang kehidupan umat manusia secara umum telah
mengalami kemajuan dan banyak berubah.’

Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang
umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang sebagai salah satu bentuk
hukum literatur hukum Islam. Pemikiran-pemikiran baru tentang hukum Islam
juga sering dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan
pengadilan agama. Masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri
khasnya sendiri yang karenanya memerlukan perlakuan tersendiri pula.*

Fatwa dianggap sebagai materi hukum terbaru dan terlama yang relevan
dengan kebutuhan masyarakat. Fatwa-fatwa ulama atau mufti sifatnya adalah
kasuistik karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta
fatwa. Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa
tidak harus mengikuti isi maupun hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi
fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap
perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat.” Sifat tidak
mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi para mufti dalam berijtihad untuk
memberikan jawaban alternative hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Fatwa yang merupakan pendapat ulama bertujuan untuk menyelesaikan

masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu fatwa

* Muhammad Aswad, Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah dalam jurnal Iqtishadia, Vol.
6, No. 2, September 2013 hlm. 344.

> Muhammad Abdul Manan, Ekonommi Islam: Teori Dan Praktek (Jakarta: Intermasa, 1992),
hlm. 19-20.

* Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998), him. 91.

> Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta:
Titian Ilahi Press, 1998), him. 91



bersifat domestik, situsional, dan temporal. Hal ini didukung oleh kaidah fikih

yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi:

“lpally llly Jlsm Ny &Y 1y a1 s ot iy 55l
Artinya: “Berubahnya fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan waktu
dan tempat, kondisi, niat dan pengembalian”

Dewan Syariah Nasional yang disingkat menjadi DSN dan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa dalam
upaya menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam mengeluarkan
beberapa fatwa DSN-MUI sangat mempertimbangkan kemaslahatan dan sesuai
dengan jenis produk yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian, Dewan Syariah
Nasional (DSN) dalam merumuskan bentuk-bentuk kegiatan keuangan yang
Islami terlihat menempuh dua cara yang saling berkaitan sebagai berikut:

1. Menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah dalam
format yang sesuai dengan praktek kegiatan keuangan yang berlaku. Praktek
bank syariah yang ada saat ini dengan fungsi menghimpun dana dari umat
yang berkelebihan dana dan menyalurkannya kepada yang memerlukan,
kebanyakannya adalah penerapan dari fikih muamalah.

2. Islamisasi kegiatan dan produk perbankan yang konvensional dengan cara
menghilangkan unsur-unsur yang dilarang agama, menggantinya dengan
praktek yang tidak dilarang agama.’

Selanjutnya, Fatwa DSN dalam penetapan akad-akad produk perbankan
syariah diperkirakan terjadi modifikasi fikih muamalah dalam prosesnya. Hal
tersebut terjadi karna adanya tarik menarik kepentingan antara penegak norma
dan filosofi fikih muamalah klasik dengan nalar transaksi perbankkan syariah.

Ketentuan-ketentuan akad dalam fikih klasik merupakan akad-akad yang
dirumuskan atas dasar transaksi antar individu. Penjual patut meminta
keuntungan kepada pembeli karena ada jasa yang ia berikan kepada pembeli atau

yang diharapkan pembeli kepadanya. Sedangkan ketentuan-ketentuan lembaga

% Tbn Qayyim al-Jauzi, I'lam al-Muwagqqi’in, jilid 3 (Beirut: Maktabah al-‘asriyah, 2003),
hlm. 38.
7 Syarifuddin, Amir,Ushul Figh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), hlm. 3-4.



keuangan syariah masih dalam koridor lembaga yang bisnis utamanya adalah

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Perbedaan antara fikih muamalah klasik dan lembaga keuangan syariah

Fikih muamalah klasik lembaga keuangan syariah

Transaksi terjadi antar individu dengan
Akad terjadi antar individu o
o lembaga, lembaga dengan individu atau
dengan individu
lembaga dengan lembaga

Bisnis utamanya adalah jual- | Bisnis utamanya adalah menghimpun dana
beli (penyedia barang dan | masyarakat dan menyalurkan kembali kepada

jasa) masyarakat

Akad jual beli murabahah misalnya, pada fikih klasik akad ini di jalankan
oleh para pedagang untung mengambil keuntungan dari sebuah transaksi.
Sebagai contoh si A membeli Hp kepada si B dengan harga 1.000.000 secara
kontan, kemudian si A menjual Hp tersebut ke pada si C dengan harga 1.200.000.
tambahan 200.000 adalah keuntungan yang didapat oleh si A dari hasil transaksi
jual beli dengan sistem murabahah. Hp yang dijual belikan merupakan objek
transakasi.

Jika diterapkan di perbankkan syariah, nasabah yang bermaksud memiliki
barang namun dana yang dimiliki tidak cukup, bisa dilayani oleh bank syari’ah
menggunakan akad jual beli murabahah. Nasabah, dalam ketentuan ideal fatwa
DSN-MUI tidak menerima uang, tapi menerima barang. Nasabah membayar
harga barang ditambah keuntungan bagi bank syari’ah yang telah disepakati pada
saat akad, berupa uang secara angsuran. Akadnya jual beli bukan hutang piutang.
Tambahan pembayaran yang dikenakan adalah atas dasar harga barang dalam
bentuk keuntungan yang pasti dan tidak boleh ditambah lagi, bukan tambahan
atas dasar sewa atas jumlah hutang yang dikalikan masa pengembalian, dan
dimungkinkan ditambah denda-denda. Obyek transaksinya adalah barang bukan

uang. Oleh karena itu bank syari’ah wajib membeli barang untuk dijual kepada



nasabah. Inilah paradigma fatwa DSN-MUI dalam merombak sistem riba
menjadi sistem jual beli.

Ada kesulitan serius bagi DSN-MUI untuk mentrasformasi akad-akad
muamalah fikih klasik ke dalam teknis jual beli murabahah pada bank syari’ah,
terutama pada tahap pembelian barang. Penyesuaian tata cara jual beli di bank
syari’ah menunjukkan adanya kesulitan dimaksud. Bank syari’ah bukan
pedagang, ia adalah penyedia dana. Bisnis bank syari’ah adalah jasa keuangan
berdasarkan prinsip syari’ah.

Untuk merespon kesenjangan yang terjadi antara fikih muamalah klasik
dan nalar transaksi lembaga keuangan syariah, fatwa DSN dalam memproses
penetapan fatwa melakukan banyak modifikasi yang dapat dikatakan sebagai
metode Ailah.® Beberapa cara yang ditempuh misalnya dengan mengadopsi akad
tambahan dalam transaksi jual beli murabahah di bank syari’ah seperti akad
wakalah dan urbun (uang muka) untuk mengatasi persoalan pembelian barang.
Dua akad tersebut dilengkapi dengan janji membeli dari calon nasabah.

Modifikasi akad baru dalam kajian usul fikih seringkali disebutkan dalam
kategori hilah. Hilah dalam definisinya diungkapkan oleh para ulama
diantaranya: Ibnu Taimiyah memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdik untuk
dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk. Akan tetapi, seringkali
kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal” oleh
karenanya, secara tegas ia menyatakan bahwa hilah adalah batal dan tidak dapat
dijadikan sebagai cara mendapatkan hukum.” Sedangkan al-Syathibi berpendapat
bahwa Ailah adalah mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk
menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain."’

Hilah merupakan respon hukum terhadap perkembangan kebiasaan yang
sudah menjadi tradisi di masyarakat, yang oleh Mazhab Hanafi diadopsi sebagai

salah satu produk hukum. Hilah dalam pandangan Hanafiyah dirumuskan untuk

8 Eli Martati, “Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Ilmiah
Syariah, Vol.15, No.1 Januari-Juni 2016, him. 76.

? Taqiyyuddin Ibn Taymiyyah, al-Fatawa al-Kubra (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.),
Juz 6, hlm. 17-19.

' Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah (Beirut : Dar al-Kutub al-
[lmiyyabh, tth.), him. 552.



menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk memberikan toleransi
kebiasaan yang tidak melanggar syariat dan hilah merupakan rekayasa dalam
menggunakan haknya.

Paradigma berfikir Mazhab Hanafi ini, didasarkan pada dalil naqli Qs.
Shad ayat 44 yang artinya “Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput),
Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah.
Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik
hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya)”. Ayat ini
menceriterakan tentang kifarat sumpah Nabi Ayyub dengan berhilah dipukul
dengan seikat rumput kepada istrinya setelah ia sembuh dari sakit. Ayat tersebut
mengandung illat, maka Mazhab Hanafi dengan metode giyas, melahirkan teorin
al-makharij min al-maza’iq (jalan keluar dari berbagai kesulitan)."

Mazhab Hanafi juga berdalil dengan Qs. at-Thalaq ayat 2, yang artinya
“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia
akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Kata makhraja dipahami oleh mereka sebagai jalan keluar dari kesulitan
yang dihadapi. Dua ayat diatas secara implisit menegaskan pengertian hilah
yaitu: Hilah sebagai tindakan menerapkan hukum ringan dari hukum berat,
berdasarkan kemaslahatan dan Hilah dimaksudkan upaya mencari jalan keluar
atas problematika masyarakat.

Konsep hilah Mazhab Hanafi ini, ditentang mazhab Maliki, Pelarangan
hilah menurut pandangan mazhab maliki, didasarkan atas pertimbangan berikut:
1. Tujuan pelaku hilah bertentangan dengan tujuan syariat, misalnya dalam

kasus nikah tahlil.

"' Moh. Imron Rosyadi, Hilah al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam, Jurnal
TAIN Pontianak, 2016. hlm 7.



2. Akibat perbuatan hilah membawa kepada kemafsadatan yang dilarang oleh
shara’, misalnya dalam contoh kasus menghibahkan harta warisan sebelum
meninggal agar semua mendapat bagian yang sama.

3. Hilah merupakan pembatalan terhadap hukum, misalnya orang yang
mengurangi nisab zakat saat mendekati haul dengan cara dijual agar terhindar
dari kewajiban zakat

4. Alasan mengharamkan melakukan hilah ini, melalui teori istigra’ (induksi
dari berbagai dalil) misalnya surat al-Baqarah ayat 7, 20 dan 64, juga surat al-
Nisa ayat 12. Ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang munafik dan
orang-orang yang bersikap riya. Orang munafik mengucapkan dua kalimat
syahadat bukan menunjukkan kepatuhan, tapi demi keamanan harta dan jiwa
mereka, demikian juga orang yang riya dalam beramal.

5. Larangan hilah ini juga dapat dilihat dalam sunnah Rasulullah saw,
diantaranya adalah larangan terhadap lemak bangkai dan orang-orang
Yahudi, melakukan #hilah dengan merekayasa lemak bangkai untuk
menambal perahu atau alat penerangan, kemudian menjualnya dan memakan
hasil penjualannya (HR. Bukhari-Muslim)."

Menurut madzhab hanbali, hilah juga dilalarang. Hal tersebut
dikarenakan hukum asal adalah panduan justifikasi figih yang harus tetap dijaga.
Larangan untuk melakukan hiyal adalah sama dengan upaya saddu al-dzari’ah
(menutup keburukan), karena kalangan fuqaha’ menetapkan kaidah saddu al-
dzari’ah ini adalah dalam rangka menutup segala cara untuk mencapai hasil akhir
yang diharamkan. Sementara hiyal merupakan tindakan yang dapat membuka
cara-cara mendapatkan perkara yang diharamkan tersebut menjadi
diperbolehkan."

Sedangkan dalam fiqih Syafi’iyah hilah dihubungkan dengan kaidah
mashlahatul mursalah. Kaidah ini adalah berangkat dari spirit sebuah QS Thaha:
1-3:

2 Abu Ishaq al-Syatibi, al- Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah. Juz IV (Beirut: Dar al
Ma’rifah:1999), him. 202.

'3 Sumber: https:/islam.nu.or.id/post/read/8433 1/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-
figih


https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih
https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih
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“Thaha. Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini kepadamu (Muhammad) agar

engkau menjadi susah; melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut
(kepada Allah)”

Imam at-Thabary dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ta’wil ayat

ini sebagai berikut:
oo a el wl ¥ b il el olWpT L aad 0T Al dlle Wil L ) b
Loal)

“Wahai laki-laki, Kami tidak menurunkan Al-Qur’an ini untuk tujuan
menyudutkanmu dalam masyaqqah (kesulitan). Tiada ia Kami turunkan
kepadamu sehingga Kami bebani kamu dengan sesuatu yang tiada mampu kamu
tanggung dalam beramal.”

Berangkat dari spirit bahwa Al-Qur’an sebagai induk hukum utama,
diturunkan oleh Allah SWT tidak dalam rangka menyulitkan manusia inilah
kemudian para fugaha’ kalangan Syafi’iyah ini menangkap semangat maslahatu
mursalah ini yang berisikan bahwa tujuan utama risalah kenabian adalah
kemaslahatan bagi umat manusia.

Selanjutnya, hubungan antara masalah mursalah dengan hiyal bisa dilihat
dari contoh jual beli kotoran yang menurut madzhab syafi’i hukumnya tidah sah
karena madzhab syafi’i mensyaratkan suci pada benda yang di perjual belikan.
Jual beli pada hakikatnya adalah yang disepakati sebagai yang dihalalkan dalam
syari’at. Salah satu syarat barang yang menjadi objek jual beli (al-ma’qud ‘alaih)
adalah bahwa barang tersebut harus memiliki nilai manfaat bagi pembeli,
memiliki kemaslahatan, dan bukan terdiri dari benda najis. Karena ‘ain kotoran
adalah merupakan benda najis, maka diperlukan cara lain. Cara lain ini
merupakan hiyal. Hilah yang dimaksud adalah naglu al-yad (pengalihan kuasa)."*

Dalam kaitannya dengan fikih muamalat, kebolehan Ailah dalam transaksi
didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id
Al-Khudzri,

' Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/8433 1/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-
figih


https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih
https://islam.nu.or.id/post/read/84331/mengenal-konsep-hilah-menyiasati-hukum-fiqih

“Bahwa Rasulullah saw pernah mengutus salah seorang sahabatnya ke
Khaibar, dia datang kepada Rasul dengan membawa janib (kurma yang dipetik
dari tangkai paling atas), Rasulullah menanyainya, “Kamu jual kurma itu dengan
kurma ini?”, dia berkata, “Tidak, wahai Rasulullah. Namun sesungguhnya kami
menukarnya satu sha’ Janib dengan dua sha’ yang itu.” Maka, Rasulullah
bersabda, “Jangan seperti itu, tetapi jadikan keduanya menjadi dirham, lalu
tukarkanlah.”"

An-Nawawi berkata, “Hadits ini dijadikan dalil kesepakatan ulama’ kami
bahwa perkara ‘Ainah (penjualan secara kredit dengan tambahan harga) tidaklah
haram, padahal itu kebiasaan sebagian manusia yang bertujuan kepada riba.”'
Artinya rekayasa hukum (hilah) dengan mengubah konstruksi akad sudah
dicontohkan oleh Rosulullah saw dan menjadi dasar dalam penentuan hukum/
fatwa boleh tidaknya sebuah akad. Kebolehan mengubah konstruksi akad
kemudian menjadi dalil dalam memutuskan kebolehan akad-akad baru yang
muncul selaras dengan perkembangan zaman seperti bai’ ‘ainah dan akad-akad
lainnya.

Hal ini menarik menurut penulis. Karena hilah (rekayasa hukum) sudah
pernah dicontohkan oleh Rasulullah, namun menjadi konsep yang diperdebatkan
pada masa-masa setelahnya.

Jenis-jenis hilah, menurut Ibn al-Qayim terdapat dua jenis yakni:
Pertama, jenis yang mengantarkan kepada amalan yang diperintahkan oleh Allah
SWT. dan meninggalkan larangan-laranganNya dan menghentikan sesuatu yang
haram serta menjelaskan sesuatu yang hak dari kedzaliman. Jenis ini termasuk
baik, dan pelaku atau penyeru (yang mengajaknya) akan mendapat pahala.
Kedua, yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiaban, menghalalkan perkara
yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang teraniaya menjadi

pelaku aniaya dan orang dzalim seakan menjadi orang yang terdzalimi bahkan

" Muttafaq ‘alaihi; Shohih Bukhari, Kitab Al-Buyu’, bab 13 3f ¢ g 15a3 ek & 4ia, No
2201. Shohih Muslim, Kitab Al-Musaqah, bab a alxkall 3 Jies, No 1593.

16 An-Nawawi, Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Darul Fikr: Beirut, Lebanon, 1421 H/
2000 M. Vol 11 hlm 18-19.
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merubah kebattilan menjadi kebenaran. Jenis inipara ulama salaf sepakat tentang
kenistaannya.'’

Imam as-Syatibi memberikan catatan kepada jenis hilah yang kedua
bahwa yang dimaksud dengan hilah (yang seperti itu) adalah sesuatu yang akan
menghancurkan sumber syar’i yang sebenarnya dan meniadakan maslahat syar’i
yang terdapat didalamnya.'®

Ada sebuah kaidah tentang hiyal dan terkenal di kalangan ushuliyin fikih

transaksi yaitu:

o o B Bl ) s el U Jose i IS

“Setiap strategi hukum yang menghilangkan kebenaran dan menguatkan

kebatilan, maka hukumnya adalah haram”."

Kaidah ini merupakan pengembangan dari kaidah yang menyatakan
bahwa segala washilah yang menuju pada terlaksananya perkara yang
diharamkan, maka hukum washilah tersebut adalah haram juga.

Dalam kajian keislaman, khususnya pada bidang hukum Islam (figh).
Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk
kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitannya dengan hakikat aturan yang
ditentukan oleh hukum syari’at. Term hilah dapat dinilai sebagai jalan keluar
disamping itu juga sering dijadikan sebagai alasan untuk menghindar dari
pembebanan hukum, karena hilah muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai
kemaslahatan yang oleh masyarakat dipandang urgen sedangkan nilai hukum
dianggap belum menyentuh kebutuhan sebagian masyarakat dianggap sebagai
kebutuhan yang bersifat daruri. Dalam konteks ini, hilah merupakan bentuk
penyimpangan dengan memanfaatkan term-term hukum yang legitimatif. Apabila
hilah identik dengan jalan keluar, maka pada dasarnya teori hukum dalam Islam

(Ushul figh) telah banyak diperkaya dengan berbagai model jalan keluar. Apabila

7 Muhammad Asim Musthofa, “Al-Hilah, Melakukan Rekayasa Terhadap Hukum Allah”,
Makalah online. Lihat https://almanhaj.or.id//al-hilah, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul
10.30 am.

' Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafagat fi Ushul al-Syari’ah (Beirut : Dar al-Kutub al-
[lmiyyah, tth.), hlm. 570.

' www.nu.or.id //mengenal konsep hilah, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pada pukul
11.00 am.


https://almanhaj.or.id/al-hilah
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11

hilah 1dentik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap
penyimpangan hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” ( darurat).”

Dikaitkan dengan usaha DSN-MUI dalam menyelesaikan problematika
Menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fikih muamalah dalam
format yang sesuai dengan praktek kegiatan keuangan yang berlaku dan
Islamisasi kegiatan dan produk perbankan yang konvensional dengan cara
menghilangkan unsur-unsur yang dilarang agama, menggantinya dengan
praktakad dilembaga keuangan syariah. Fatwa DSN dalam memproses penetapan
fatwa apakah dapat dikatakan memakai metode hilah dengan cara memodifikasi
dan mengakali format fikih muamalah. Manakala DSN memakai hilah dalam
menetapkan fatwanya, Apakah inovasi fatwa mampu menghindari substansi riba
dan mampu memenuhi tujuan transaksi jual beli dan modifikasi akad tersebut
termasuk kedalam kilah yang diperbolehkan?

Melihat perlunya landasan hukum yang mapan dan pentingnya
masyarakan agar bertransakasi sesuai dengan syariah, maka perlu dilakukan
penguatan dan penelitian terhadap sumber-sumber hukum lembaga keuangan
syariah terutama fatwa DSN-MUI. Mengingat fatwa DSN-MUI adalah landasan
bagi akad-akad di lembaga keuangan syariah. Terlebih fatwa-fatwa DSN-MUI
tentang Murabahah, IMBT dan Rahn, dimana ketiganya merupakan transaksi
yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga lembaga keuangan
syariah bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat.

Dari deskripsi dan uraian latar belakang diatas, maka penelitian dalam
tesis ini kami beri judul “ANALISIS PENERAPAN HILAH PADA FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJLIS ULAMA INDONESIA (DSN-
MUI) TENTANG MURABAHAH, IJARAH MUNTAHIYYAH BI AT-
TAMLIK (IMBT) DAN RAHN.

2% Moh. Imron Rosyadi, Hilah al-Hukmi: Studi Perkembangan Teori Hukum Islam, Jurnal
TAIN Pontianak, 2016. hlm 3.
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B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini hanya pada penerapan konsep hilah dalam fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-
MUI yang dijadikan fokus penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-
MUT/IV/2000 tentang murabahah, fatwa DSN-MUI No: 27/DSN-MUI/I11/2002
tentang ijarah Muntahiyyah bi at-Tamlik(IMBT), Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Dari ketiga fatwa
tersebut, dapat diketahui bagaimana penerapan konsep hilah DSN-MUI yang

diterapkan pada lembaga keuangan syariah.

C. Rumusan masalah
Dari latarbelakang masalah tersebut, dirumuskan masalah-masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapa konsep hilah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
tetang perekomian islam?
2. Bagaimana kekuatan hujjah fatwa DSN-MUI berdasarkan hilah dalam
persepektif fiqih?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini meliputi:
1. Mengetahui penerapa konsep hilah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional
MUI tetang perekomian islam?
2. Mengetahui kekuatan hujjah fatwa DSN-MUI berdasarkan hilah dalam
persepektif figih.

E. Manfaat Penelitian
Secara teoritis:
1. Memberikan khazanah keilmuan tentang konstruksi hukum yang dibangun
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa DSN-MUI Tentang hilah

bagi mahasiswa hukum eknomomi syariah.
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2. Mengembangkan ilmu ushul fikih sebagai pisau analisis terhadap Fatwa
DSN-MUIL.

Secara Praktis:

2. Memberikan sumbangsih dan wawasan keilmuan kepada para praktisi hukum
eknomi syariah

3. Memberikan acuan bagi para praktisi ekonomi di Lembaga Keuangan

Ekonomi Syariah (LKS).

. Telaah Pustaka

Dalam kajian teoritik akan penulis sajikan beberapa penelitian-penelitian
ilmiah baik itu yang berupa tesis, disertasi, buku-buku serta karya ilmiah lainnya
yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan diteliti dalam proposal tesis ini.
Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan membahas tentang

Fatwa DSN-MUI:

Nama peneliti,

No

judul dan
tahun
penelitian

Persamaan

Perbedaan

Orisinilitas
penelitian

Nur Fatoni.
Analisis
Normatif-
Filosofis
Hukum Islam
Atas Fatwa
Dewan
Syari’ah
Nasional
Majelis

Ulama’

Indonesia

(DSN-MUI)

Menganalisis
fatwa  DSN-

MUI

Focus  pada

transaksi jual
beli di
perbankkan

syariah

fokus penelitian
dalam penelitian ini
yaitu analisis Fatwa
DSN-MUI tentang
murabahah, IMBT

dan rahn.
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Nama peneliti,

No jutc:‘lillu(lan Persamaan Perbedaan (;Zl;:lllltlll;?ls
penelitian

Tentang
Transaksi Jual
Beli Pada Bank
Syari’ah
Misbahul Menganalisis | Kesesuain Menganalisis konsep
Munir. fatwa DSN- | implementasi | hilah pada proses
Ananlisis MUI konsep bank | lembaga keuangan
praktek  hilah syariah syariah.  Penelitian
dalam  fatwa (murabahah) | adalah studi literatur
murabahah dan fatwa
DSN-MUI, DSN MUI
ananlisis kasus
di PT BPRS
syariah
Tanmiya artha
kediri

2 Akhirul Menganalisis | analisis dalil | fokus penelitian
Sholeh. fatwa  DSN- | hukum yang | dalam penelitian ini
Analisa MUI digunakan yaitu analisis Fatwa
Penerapan oleh fatwa | DSN-MUI  tentang
Fatwa DSN DSN-MUI murabahah, IMBT
No0.49/DSN No.40/DSN- | dan rahn.
MUI/1I/2005 MUI/X/2003
tentang Tentang Pasar
Konversi Akad Modal dan
Murabahah Pedoman
pada Bank BNI Umum
Syariah Pusat. Penerapan
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Nama peneliti,

No jutc:‘lillu(lan Persamaan Perbedaan (;Zl;:lllltlll;?ls
penelitian

Prinsip

Syariah

Bidang Pasar

Modal
Khambali. Menganalisis | mengkaji fokus penelitian
Kajian fatwa  DSN- | tentang dalam penelitian ini
Jaminan Pada | MUI istinbat yang | yaitu analisis Fatwa
Fatwa Dewan dilakukan oleh | DSN-MUI tentang
Syariah DSN  dalam | murabahah, IMBT
Nasional No. 7 menerapkan dan rahn.
DSN-MUI/IV/ suatu  hukum
Tahun 2000 dalam
Tentang bermuamalat,
Pembiayaan begitu  pula
Mudharabah halnya dengan

yang

diterapkan

oleh  peneliti

mengenai

istinbat  dalil

hukum yang

digunakan

fatwa  DSN-

MUL
Eli Martati. | Menganalisis | Mengkaji fokus penelitian
Analisis hilah dan | tentang proses | dalam penelitian ini
Metode Hilah | fatwa DSN- | fatwa  DSN- | yaitu analisis Fatwa
Dalam Proses | MUI MUI DSN-MUI tentang
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Nama peneliti,

No judul dan Persamaan Perbedaan Orlsm.ll.l tas
tahun penelitian
penelitian
Fatwa  DSN- murabahah, IMBT
MUI dan rahn.
Fetri Fatorina. | Menganalisis | Meneliti fokus penelitian
Analisis fatwa DSN- | tentang dalam penelitian ini
Konsep Multi | MUI konsep multi | tentang murabahah,

Akad Dalam
Fatwa  DSN-
MUI  Dalam
Perspektif

Ulama Fikih

akad

IMBT dan rahn.




BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian mengenai konsep hilah pada fatwa
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang
Murabahah, IMBT dan Rahn, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hilah
adalah menampakkan perbuatan yang dilarang syara’ yang diaplikasikan dalam
perbuatan yang diperbolehkan. Atau bisa berarti menampakkan perbuatan yang
tidak dilandaskan pada syara’, akan tetapi diaplikasikan dalam perbuatan yang
berlandaskan syara’ dengan tujuan menyelamatkan diri dari bahaya.

Hilah terbagi menjadi 2, yaitu: hilah yang dibolehkan dan hilah yang
dilarang. Hilah menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan fatwa DSN-
MUI. Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, IMBT dan Rahn yang terindikasi
mengunakan konsep hilah, masuk dalam katagori Ailah yang diperbolehkan.

Beberapa contoh hilah yang ditemukan dalam fatwa DSN-MUI tentang
Murabahah, IMBT dan Rahn:

No Fatwa Hilah Sesuatu yang dilarang
1 Fatwa tentang | Sistem jual-beli Sistem bunga bank
Murabahah Menambah akad baru | Menjual barang yang
yaitu wakalah belum dimiliki secara
sempurna

2 Fatwa tentang

IMBT

3 Menambah akad baru | Akad gadai berbasis
Fatwa tentang yaitu ijarah sebagai biaya | bunga
rahn pemeliharaan ~ jaminan

dan upah sewa tempat

Sedangkan hujjah yang diguanakan DSN-MUI, fatawa DSN-MUI

menggunakan semua sumber hukum islam (dalil) Sedangkan pada fatwa DSN-

114
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MUI Tentang Murabahah, [jarah Muntahiyah Bi at-Tamlik (IMBT), dan rahn,
DSN-MUI menggunakan dalil Al-Qur’an, Hadits, [jma’ dan Kaidah fikih. Dalil
Alqur’an ditafsirkan dengan penafsiran bi riwayah dan bir ra’yi. Sedang hadits
yang digunakan sebagai dalil adalah hadits maqgbul, meskipun pada beberapa
fatwa masih terdapat hadits doif (mardud).

. Saran

Ditengah dominasi sistem konvensional dan kebijakan regulasi yang
belum sepenuhnya kondusif konsep hilah tetap tak terhindarkan demi menjamin
keberlangsungan sistem keuangan syariah. Namun, kajian tentang hilah dan
praktek-praktek produk keuangan syariah yang disinyalir diformulasi dari
metode hilah harus tetap dilakukan, sehingga karakteristik Islami keuangan

syariah tetap terjaga dan tidak menyalahi tujuan syariat.
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